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Abstract 
 

Tax avoidance remains a critical issue affecting government revenue in Indonesia, particularly in 
the manufacturing sector, which accounts for 25.2%–30% of tax revenue. This study examines 
the influence of Corporate Social Responsibility (CSR), Transfer Pricing, and Inventory Intensity 
on Tax Avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 
2019–2023, as well as its application in the field of education. Using a quantitative methodology 
with multiple linear regression analysis on 130 observations from 28 companies selected via 
purposive sampling, the results indicate that CSR has a positive and significant effect on tax 
avoidance. Transfer pricing exhibits a negative effect on tax avoidance, suggesting that higher 
transfer pricing transactions lead to lower tax avoidance. However, Inventory Intensity does not 
significantly influence tax avoidance. This model explains 53.8% of the variability in tax avoidance. 
These findings contribute to understanding corporate behavior regarding tax compliance and 
provide practical implications for policymakers in strengthening tax regulations and oversight 
mechanisms in Indonesia’s manufacturing sector, as well as educational implications for students. 
 
Keywords: Tax Avoidance, Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing, Inventory Intensity, 
Manufacturing Companies. 
 

Abstrak 
 

Penghindaran pajak tetap menjadi masalah kritis yang mempengaruhi penerimaan pemerintah di 
Indonesia, khususnya di sektor manufaktur yang berkontribusi sebesar 25,2%-30% terhadap 
penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), 
Transfer Pricing, dan Inventory Intensity terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan 
manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama 2019-2023, Serta penerapan kedalam 
dunia pendidikan. Menggunakan metodologi kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda 
pada 130 pengamatan dari 28 perusahaan yang dipilih melalui purposive sampling. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
penghindaran pajak. Transfer Pricing menunjukkan pengaruh negative terhadap penghindaran 
pajak dan menunjukkan bahwa transaksi transfer pricing yang lebih tinggi menyebabkan 
penghindaran pajak yang lebih rendah. Namun, Intensitas Persediaan tidak secara signifikan 
mempengaruhi penghindaran pajak. Model ini menjelaskan 53,8% variabilitas penghindaran 
pajak. Temuan ini berkontribusi dalam memahami perilaku perusahaan terkait kepatuhan pajak 
dan memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat peraturan 
perpajakan dan mekanisme pengawasan di sektor manufaktur Indonesia serta implikasi 
Pendidikan untuk mahasiswa. 

 
Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Transfer Pricing, 
Intensitas Inventaris, Perusahaan Manufaktur. 
 

1. PENDAHULUAN  

Rendahnya rasio pajak (tax ratio) masih menjadi indikator krusial yang mencerminkan 
keterbatasan kapasitas fiskal negara, khususnya di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, 
tax ratio Indonesia berada pada kisaran 9%–10%, yang relatif rendah dibandingkan dengan 
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negara berkembang lainnya serta belum mencerminkan potensi ekonomi nasional secara optimal 
[1], [2]. Kondisi ini menunjukkan adanya compliance gap yang signifikan antara potensi dan 
realisasi penerimaan pajak, yang dalam berbagai studi empiris dikaitkan dengan tingginya praktik 
penghindaran pajak (tax avoidance) baik oleh korporasi maupun individu [3]. Dengan demikian, 
permasalahan tax ratio tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan persoalan 
perilaku ekonomi yang kompleks dan sistemik. 

 
Gambar 1. Rasio pajak Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya 

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, Data Diolah [4]. 

Gambar 1 menunjukkan perbandingan rasio pajak Indonesia dengan negara-negara Asia 
Tenggara lainnya. Pada tahun 2023, rasio pajak Indonesia tercatat sebesar 10,21%, lebih rendah 
dibandingkan Thailand, Singapura, dan Malaysia, yang mengindikasikan bahwa sistem 
pemungutan pajak di Indonesia belum berjalan secara optimal [4]. Tabel.1 menunjukkan 
kontribusi berbagai sektor ekonomi terhadap penerimaan pajak. Industri manufaktur berkontribusi 
terbesar dengan kisaran 25,2%-30% (2018-2024). Industri ini mengalami pertumbuhan 5,68% 
pada kuartal II-2025 dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 18,67%. Meskipun berkontribusi 
besar terhadap penerimaan pajak, sektor manufaktur juga berpotensi melakukan penghindaran 
pajak.  

Tabel  1 Sectoral Contribution to Tax Revenue 

Sector/ 
Year 

Contribution to Tax Revenue (%) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024* 

Manufacturing 
Industry 

30,0 29,4 23,4 29,6 28,7 26,9 25,2 

Trade & 
Financial 

19,3 19,9 16,1 22,0 23,8 24,4 24,8 

Insurance 
Services 

13,4 14,2 12,1 12,9 10,6 11,5 15,1 

Mining 6,6 5,3 3,0 5,0 8,3 9,4 5,7 
Construction 
& Real Estate 

6,9 7,2 5,5 5,9 4,1 4,4 4,8 

Praktik tax avoidance merupakan konsekuensi dari konflik kepentingan antara pemerintah 
sebagai principal dan wajib pajak sebagai agent, di mana masing-masing pihak memiliki tujuan 
yang tidak sepenuhnya selaras [5]. Wajib pajak, khususnya entitas korporasi, cenderung 

memanfaatkan celah regulasi untuk meminimalkan beban pajak guna memaksimalkan laba [6]. 
Praktik ini semakin kompleks melalui mekanisme seperti transfer pricing, yang sering digunakan 
untuk mengalihkan laba dengan tarif pajak lebih rendah, sebagaimana disoroti dalam inisiatif 
inventory intensity and Profit Shifting [7].Selanjutnya , beberapa penelitian menemukan bahwa 
semakin tinggi proporsi investasi perusahaan dalam persediaan, semakin besar kecenderungan 
perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak, karena adanya fleksibilitas dalam 
pengakuan biaya dan penilaian persediaan [8], [9]. Selain itu, praktik penghindaran pajak juga 
seringkali beririsan dengan strategi legitimasi perusahaan corporate social responsibility. 
Perusahaan berupaya memperoleh legitimasi sosial dengan menampilkan citra positif melalui 
aktivitas CSR, meskipun secara simultan terlibat dalam praktik agresivitas pajak [10]. Penelitian 
menunjukkan CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena pelaporan CSR 
yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keberlanjutan belum tentu sesuai dengan kondisi 
sebenarnya dan tidak adanya kontrol langsung terhadap laporan tersebut [11]. Dengan demikian, 
baik transfer pricing, inventory intensity maupun CSR berada dalam wilayah abu-abu antara 
kepatuhan formal dan substansi etika, sehingga menimbulkan dilema moral yang kompleks.  
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Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akar permasalahan tax avoidance tidak hanya terletak 
pada kelemahan regulasi, tetapi juga pada rendahnya internalisasi nilai etika dalam pengambilan 
keputusan ekonomi, yang ditegaskan penelitian terdahulu yang mengemukakan tax morale dan 
ethical judgment merupakan determinan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, di mana 
individu dengan tingkat kesadaran etika yang tinggi cenderung menghindari praktik agresivitas 
pajak meskipun terdapat peluang secara legal [12]. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan 
berbasis regulasi (enforcement approach) tidak cukup efektif tanpa diimbangi dengan 
pendekatan berbasis nilai (normative approach). Oleh karena itu, diperlukan transformasi 
pedagogis melalui pendekatan problem-based learning yang mengintegrasikan kasus nyata 

terkait praktik transfer pricing dan manipulasi CSR. [13]. Pendekatan ini memungkinkan 
mahasiswa untuk memahami tidak hanya aspek prosedural, tetapi juga implikasi etis dan sosial 
(why it matters). Melalui eksposur terhadap kasus nyata, mahasiswa didorong untuk 
mengembangkan ethical reasoning, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran akan tanggung 
jawab profesional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip integritas yang ditegaskan oleh 
International Federation of Accountants [14], yang menempatkan integritas sebagai fondasi 
utama profesi akuntansi  

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji determinan tax avoidance, transfer pricing dan 
corporate social responsibility dari perspektif ekonomi dan tata kelola, masih terdapat 
keterbatasan studi yang secara eksplisit mengaitkan fenomena tersebut dengan efektivitas 
pendidikan etika perpajakan di perguruan tinggi. Dengan demikian, terdapat research gap yang 
signifikan dalam memahami bagaimana pendekatan pembelajaran dapat berkontribusi terhadap 
pembentukan integritas profesional. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk 
mengkaji keterkaitan antara kompleksitas praktik perpajakan, kelemahan pendekatan pedagogis, 
dan urgensi penguatan etika dalam pendidikan tinggi, guna mendukung peningkatan kepatuhan 
pajak yang berkelanjutan. 

2. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis data yang dilakukan 
menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 27. Metode kuantitatif dipilih karena 
memungkinkan pengujian hubungan antar variabel secara objektif melalui teknik statistik 
inferensial, sehingga menghasilkan temuan yang memiliki tingkat generalisasi yang tinggi. Data 
penelitian diperoleh dari annual report dan sustainability report perusahaan manufaktur sektor 
barang konsumen (consumer non-cyclicals dan cyclicals) serta industri dasar yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2023. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 
metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, seperti ketersediaan laporan keuangan 
dan keberlanjutan secara konsisten selama periode pengamatan. 

Tabel  2 Annual report dan sustainability report perusahaan 

No Kriteria 

1 Perusahaan sektor barang konsumen dan manufaktur 
terkait yang terdaftar di BEI 2019-2023. 

2 Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah 
(IDR) dalam laporan keuangan. 

3 Perusahaan yang tidak melaporkan Sustainability Report 
(SR) atau CSR secara konsisten. 

4 Perusahaan yang mengalami kerugian bersih (Net Loss) 
selama periode pengamatan. 

5 Perusahaan yang tidak memiliki transaksi pihak berelasi 
yang lengkap di CALK.  

Lebih lanjut, penelitian ini tidak hanya berhenti pada tahap pengujian empiris, tetapi juga 
mengembangkan data dan hasil analisis sebagai perangkat simulasi pembelajaran dalam mata 
kuliah Akuntansi Perpajakan dan Manajemen Keuangan. Pengembangan ini dilakukan dengan 
mengadaptasi output analisis statistik menjadi skenario kasus yang merepresentasikan kondisi 
nyata praktik tax avoidance, transfer pricing, serta pengungkapan corporate social responsibility 
(CSR). Pendekatan ini sejalan dengan konsep evidence-based learning yang menekankan 
pemanfaatan data empiris dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengambilan 
keputusan, serta problem-Based Learning yang terbukti efektif dalam mengembangkan 
kemampuan analitis dan penalaran etis mahasiswa (Thistlethwaite et al., 2012) 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah melakukan beberapa tahap alur pengujian hingga didapatkan data yang dapat digunakan 
untuk dilakukan pengolahan data, akhirnya dikemukakan hasil yang dapat mendukung penelitian 
ini sebagai berikut. 

Tabel 1 Hasil Pengujian Penelitian 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .215 .001  170.333 .000 

CSR .020 .002 .694 11.445 .000 

Transfer Pricing -.003 .001 -.165 -2.630 .010 

Inventory Intensity .005 .003 .094 1.490 .139 

a. Dependent Variable: Tax Avoidance 

Sumber : Hasil Output SPSS 27.0, Data diolah [6]. 

3.1 Pengaruh CSR terhadap Tax Avoidance 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur Sektor Barang 
Konsumen (Consumer Non-Cyclicals & Cyclicals) dan Industri Dasar yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Hal ini dibuktikan oleh nilai t-statistic sebesar 11.445 
yang lebih besar daripada t-table sebesar 1.978, dengan tingkat signifikansi 0.000 yang berada 
di bawah ambang batas 0.05. Temuan ini mengindikasikan bahwa CSR sering kali berfungsi 
sebagai 'asuransi reputasi' bagi perusahaan yang melakukan tax avoidance. Pemanfaatan CSR 
sebagai instrumen legitimasi memungkinkan perusahaan untuk tetap memperoleh dukungan 
publik sekaligus mengalihkan perhatian dari praktik penghindaran pajak. Fenomena ini 
mengonfirmasi argumen dalam Teori Legitimasi bahwa pengungkapan sosial sering digunakan 
untuk menutupi kesenjangan legitimasi (legitimacy gap) yang muncul akibat ketidakpatuhan fiskal 
yang agresif [10]. Hasil ini sejalan dengan sejumlah studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa 
perusahaan kerap memanfaatkan praktik Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai sarana 
untuk mengelola reputasi mereka, khususnya yang berkaitan dengan isu penghindaran pajak. 
Selanjutnya penelitian Abdelfattah dan Aboud [15] mengungkapkan bahwa manajer meyakini 
pengungkapan CSR yang lebih luas dapat berfungsi sebagai penyeimbang terhadap strategi 
penghindaran pajak yang agresif, sehingga mampu menurunkan risiko sanksi serta tekanan dari 
media dan publik. Sejalan dengan hal tersebut, perusahaan dapat melakukan decoupling, yaitu 
memisahkan praktik CSR dari kebijakan pajak, sehingga CSR digunakan sebagai alat legitimasi 
tanpa mengurangi agresivitas pajak secara signifikan [16]. 

Lebih lanjut, kajian bibliometrik terbaru mengindikasikan bahwa penelitian mengenai hubungan 
CSR dan tax avoidance mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, 
dengan fokus utama pada peran CSR sebagai mekanisme legitimasi dan pengelolaan persepsi 
public [17]. Hal ini memperkuat argumen bahwa CSR tidak selalu mencerminkan komitmen etis 
yang substantif, tetapi juga dapat digunakan sebagai reputational shield untuk menutupi praktik 
tax avoidance. Dengan demikian, peningkatan pengungkapan CSR dalam konteks tertentu justru 
berpotensi memperbesar peluang perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak secara 
strategis. 

Berdasarkan penelitian, Secara edukatif, hasil penelitian ini menekankan pentingnya mendidik 
mahasiswa mengenai dikotomi antara CSR substantive dan symbolic. Implementasi problem-
based learning menjadi sarana krusial untuk membedah bagaimana legitimasi sering kali 
dikomodifikasi guna menjustifikasi tax avoidance. Pendekatan ini diharapkan dapat membentuk 
pola pikir kritis dan kemandirian etis pada mahasiswa, membekali mereka agar tidak terjebak 
dalam skema oportunistik saat memasuki dunia profesional. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 
bahwa perusahaan dapat memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk 
melindungi diri mereka dari dampak negatif terkait praktik perpajakan yang agresif. 
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) bukan hanya sekadar aktivitas non-
finansial, tetapi juga merupakan suatu bentuk manajemen reputasi yang strategis dalam konteks 
penghindaran pajak. 
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3.2 Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transfer Pricing berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur Sektor Barang Konsumen (Consumer Non-
Cyclicals & Cyclicals) dan Industri Dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 
periode 2019 – 2023. Hal ini dibuktikan oleh nilai t-statistic sebesar -2.630 yang lebih besar 
daripada t-table sebesar 1.978, dengan tingkat signifikansi 0.010 yang berada di bawah ambang 
batas 0.05. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan perusahaan 
terhadap kebijakan transfer pricing, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik 
penghindaran pajak justru semakin rendah. Secara konseptual, hubungan negatif ini dapat 
dijelaskan melalui peran regulasi dan pengawasan yang semakin ketat, seperti penerapan arm’s 
length principle, transfer pricing documentation, serta kewajiban country-by-country reporting 
(CbCR), yang secara efektif membatasi ruang manipulasi harga antar entitas afiliasi. 

Temuan ini diperkuat oleh penelitian oleh Napitupulu et al.[18], menegaskan bahwa penguatan 
regulasi transfer pricing berperan signifikan dalam menekan praktik tax avoidance, khususnya 
melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas transaksi lintas yurisdiksi. Studi sistematis 
menunjukkan bahwa kebijakan pengawasan yang ketat terhadap transfer pricing mampu 
mengurangi praktik pengalihan laba (profit shifting) dan meningkatkan kepatuhan pajak 
perusahaan multinasional [19]. Selain itu, perusahaan yang memiliki kebijakan transfer pricing 
yang lebih terstruktur dan sesuai regulasi cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih 
rendah, karena meningkatnya risiko sanksi dan pengawasan otoritas pajak [20]. Dengan 
demikian, transfer pricing tidak selalu berfungsi sebagai alat tax avoidance, tetapi justru dapat 
menjadi mekanisme kontrol ketika diatur secara ketat dalam kerangka tata kelola perusahaan 
(corporate governance) dan regulasi perpajakan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran 
paradigma dari transfer pricing as a tool of avoidance menjadi transfer pricing as a compliance 
mechanism. 

Dapat disimpulakan dalam penelitian ini transfer pricing memiliki pengaruh negative yang 
signifikan terhadap praktik tax avoidance di Indonesia. Di satu sisi, perusahaan memanfaatkan 
transfer pricing untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, di sisi lain hubungan negatif ini dapat 
dijelaskan melalui peran regulasi dan pengawasan yang semakin ketat, seperti penerapan arm’s 
length principle, transfer pricing documentation, serta kewajiban country-by-country reporting 
(CbCR), yang secara efektif membatasi ruang manipulasi. 

3.3 Pengaruh Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inventory intensity tidak berpengaruh signifikan 
terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur Sektor Barang Konsumen (Consumer Non-
Cyclicals & Cyclicals) dan Industri Dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 
periode 2019 – 2023. Hal ini dibuktikan oleh nilai t-statistic sebesar 1.490 yang lebih kecil 
daripada t-table sebesar 1.978, dengan tingkat signifikansi 0.139 yang berada di atas nilai batas 
0.05. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya proporsi investasi perusahaan pada 
persediaan tidak secara langsung dimanfaatkan sebagai instrumen strategis dalam praktik 
penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengemukakan bahwa 
peran inventory intensity dalam memengaruhi tax avoidance cenderung tidak konsisten dan 
sering kali tidak signifikan. Beberapa penelitian terkini menemukan bahwa investasi perusahaan 
dalam persediaan lebih mencerminkan kebutuhan operasional daripada strategi fiskal, sehingga 
tidak memiliki pengaruh langsung terhadap agresivitas pajak [21]. Selanjutnya Anantaprima dan 
Surifah [22] menemukan bahwa inventory intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap tax 
avoidance pada perusahaan sektor consumer non-cyclical di Indonesia. Penelitian tersebut 
menegaskan bahwa meskipun persediaan merupakan aset penting dalam struktur keuangan 
perusahaan, keberadaannya tidak serta-merta dijadikan sarana untuk meminimalkan beban 
pajak secara sistematis. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa perusahaan lebih 
memanfaatkan kebijakan pajak melalui aspek dan indikator lain yang memiliki fleksibilitas 
akuntansi lebih tinggi dibandingkan persediaan. 

Disisi lain, penelitian Setiawati dan Tanggreini [23] juga menemukan bahwa inventory intensity 
tidak berpengaruh signifikan terhadap tax aggressiveness, yang secara konseptual memiliki 
kedekatan dengan perilaku tax avoidance. Ketidaksignifikanan ini menunjukkan bahwa intensitas 
persediaan bukanlah determinan utama dalam keputusan penghindaran pajak, terutama pada 
perusahaan manufaktur yang cenderung memiliki standar akuntansi dan regulasi persediaan 
yang relatif ketat. Dengan demikian, perusahaan memiliki ruang yang terbatas untuk 
memanfaatkan persediaan sebagai sarana rekayasa pajak. 



Feni Nur Solihati1, Lidya Agustina2 

 AKUA (Jurnal Akuntansi dan Keuangan) Vol. 5 No. 2 (2026) 569 – 575 

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

574 

Secara keseluruhan, konsistensi hasil penelitian ini dengan studi-studi terdahulu menunjukkan 
bahwa inventory intensity lebih berperan sebagai variabel operasional daripada variabel strategis 
dalam konteks penghindaran pajak. Temuan ini memperkuat argumen bahwa praktik tax 
avoidance pada perusahaan manufaktur di Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 
seperti kebijakan transfer pricing, struktur pendanaan, maupun strategi pengelolaan laba, 
dibandingkan oleh intensitas persediaan yang dimiliki perusahaan. 

4. KESIMPULAN 

Temuan penelitian ini yang didasari oleh hasil pengujian mengungkap beberapa wawasan 
penting mengenai fenomena tax avoidance ini merupakan hal yang penting dan sangat 
berkontribusi untuk penerimaan negara. Pertama, Corporate Social Responsibility (CSR) terbukti 
berpengaruh positif terhadap tax avoidance, yang menunjukkan adanya kecenderungan 
perusahaan memanfaatkan pengungkapan CSR sebagai sarana manajemen reputasi untuk 
mereduksi tekanan publik atas praktik agresivitas pajak. Kedua, transfer pricing berpengaruh 
signifikan terhadap tax avoidance, namun dalam konteks hasil penelitian ini, pengaruh tersebut 
mencerminkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi transfer pricing justru mampu menekan 
praktik penghindaran pajak melalui peningkatan transparansi dan pengawasan. Ketiga, inventory 
intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, yang mengindikasikan bahwa 
variabel ini lebih berfungsi sebagai komponen operasional dibandingkan instrumen strategis 
dalam perencanaan pajak. 

Implikasi pendidikan dari temuan ini menegaskan bahwa pembelajaran pada bidang Akuntansi 
Perpajakan dan auditing perlu diarahkan tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada 
pemahaman kritis terhadap perilaku korporasi. Dosen perlu menekankan bahwa tidak semua 
instrumen akuntansi memiliki fleksibilitas yang sama dalam praktik tax planning, serta 
mengajarkan perbedaan antara akun yang bersifat operasional dan strategis. Selain itu, penting 
untuk mengintegrasikan pendekatan Problem-Based Learning guna mengilustrasikan fenomena 
manajemen reputasi melalui CSR dan peran regulasi dalam mengendalikan transfer pricing. 
Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami mekanisme tax avoidance, tetapi juga 
mampu mengembangkan ethical reasoning dan integritas profesional agar tidak terjebak dalam 
praktik oportunistik di masa depan. 
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